EVALUASIPROGRAMPNPMMANDIRIDALAM PENINGKATANPRASARANAKEHIDUPANDI KELURAHANTAROADA KABUPATENMAROS by HARYANTO
iii
EVALUASI PROGRAM PNPM MANDIRI DALAM
PENINGKATAN PRASARANA KEHIDUPAN DI
KELURAHAN TAROADA
KABUPATEN MAROS
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Oleh:
HARYANTO
E121 09 272
JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013
iv
LEMBARAN
PERSETUJUAN
Skripsi
EVALUASI PROGRAM PNPM MANDIRI DALAM PENINGKATAN
PRASARANA KEHIDUPAN DI KELURAHAN TAROADA
KABUPATEN MAROS
Yang diajukan
oleh
Haryanto
E 121 09 272
Telah disetujui oleh
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. H.A. Gau Kadir.MA A. Murfi, S.os, M.si
NIP. 195001171980031002 NIP.19720328 200012 001
Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial danIlmuPolitik
Dr. H.A. GauKadir.Ma
NIP. 195001171980031002
vKATA PENGANTAR
“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-
Nya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan
Keluarga  yang dicintainya beserta  sahabat-sahabatnya, sehingga  skripsi
yang berjudul “ EVALUASI PROGRAM PNPM MANDIRI DALAM
PENINGKATAN PRASARANA KEHIDUPAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN TAROADA KABUPATEN MAROS” ini, dapat penulis
selesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan
persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini
masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari
segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun
kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari
berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data
vi
sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun
dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung
jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material
maupun moril, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
Di kesempatan ini Penulisan memberikan penghargaan sebesar-
besarnya rasa terimah kasih yang tak henti kepada Ibunda tercinta, Misja Dg.
Puji dan Ayahanda Yusuf Danunan yang telah mencurahkan seluruh cinta,
kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan
tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya.
Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai
perasaan ibunda. Keselamatan Dunia Akhirat semoga selalu untukmu.
Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya. Juga, Keluargaku
tercinta kakek dan nenek,Om dan tanteku serta adik kakak - kakakku
sekaligus motivator hidup, yang banyak mengajarkan rasa kepemimpinan
dan kedewasaan semoga bisa menjadi pendidik yang profesional.
Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis juga menyampaikan rasa
terima kasih dan penghargaan kepada:
1. Kedua orangtuaku, ayahanda Yusuf Danunan dan ibunda Misja Dg.
Puji yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam suka
mau pun duka.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS, selaku Rektor
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan
vi
i
kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di
kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr. Hamka Naping, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh
stafnya.
4. Bapak Dr. H. Andi Gau Kadir, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik
Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
5. Bapak Dr. H. Andi Gau Kadir, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS
beserta seluruh stafnya.
6. A. Murfi S,Sos,M.si selaku Penasehat Akademik yang telah
mendorong dan membantu serta mengarahkan penulis untuk
hingga penyelesaian kuliah penulis.
7. Dr.H.Andi Gau Kadir, MA selaku Pembimbing I, dan
A. Murfi S, Sos, M.si selaku Pembimbing II, yang telah mendorong,
membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi
ini.
8. Bapak Lurah Kelurahan Taroada dan segenap staf dan masyarakat
Kelurahan Taroada, terima kasih atas segala bantuan yang telah
diberikan selama penulis melaksanakan penelitian.
9. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai
di lingkup FISIP UNHAS Universitas Hasauddin.
vi
ii
10.Seluruh Keluarga besar ku yang senantiasa memberikan motivasi
kepada penulis untuk menyelesikan study, terima kasih atas
bantuan moril dan materi yang selalu diberikan kepada penulis.
11.Saudara-saudaraku Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2009,: Ari
Sujipto, Tri Banjir, Arfan, Sule, Kesuma Jaya,  Dipo, Ilyas yusuf,
Erwinda, Nuraina masdy, Suharni, Andi Erna Jaya, Nurkhasanah
latif , Imratussaliha, Ernawati, Rahmat Hidayat, Satria, Mahfuddin,
Ardi Ismail dan Rifad Syarif,
12.Terkhusus buat, teman – teman Kompleks Maccopa Indah
Fajrianto, Indra, Tyas, Musriadi, Aldi Pratama, Arfan Adipura,
Achdie Abdillah, Abdillah, Alfi quthni , Sofyan , Wahyu Hidayatullah
Banyak Kisah bersamamu Kawan yang tak dapat aku
lupakan.terima kasih
13.Terkhusus buat sahabat karib penulis Armin, Ucok, Uki dan
Erwan,tetap semangat dan terima kasih telah mau menjadi sahabat.
14.Seluruh keluarga, rekan, sahabat dan yang memberikan bantuan
yang semuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu dan telah
banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis.
Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang
sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan
kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak
penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga
xi
selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis  sebagai
manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun
mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah
SWT, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.
Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini
dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini
dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin!
Sekian dan terimakasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Makassar, 20 Oktober 2013
Penulis
xi
iINTISARI
HARYANTO, Nomor Pokok E121 09 272 , Program
StudiIlmuPemerintahanjurusanPolitikPemerintahan,FakultasIlmuSosial Dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,menyusun skripsi dengan judul :
“ EVALUASI PROGRAM PNPM MANDIRI DALAM PENINGKATAN
PRASARANA KEHIDUPAN MASYARAKAT DI  KELURAHAN
TAROADA KABUPATEN MAROS “ di Bawah Bimbingan Dr.H.A.Gau
Kadir.MA danA. Murfi S,Sos,M.si
Tulisan ini bertujuan menguraikan bagaimana program PNPM
Mandiri dalam peningkatan Prasarana Kehidupan di Kelurahan Taroada
Kabupaten Maros dan faktor – faktor yang mempengaruhi proses
Peningkatan Prasarana di Kelurahan Taroada Kabupaten Maros.Tipe
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
dengan dasar penelitian survey. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan
langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti
mengadakan   tanya jawab langsung dengan informan   sehubungan
dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder.Adapun
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara
Program PNPM Mandiri dan Tokoh masyarakat di Kelurahan Taroada
Kabupaten Maros dengan penarikan sampel menggunakan teknik purposive
sample,  kemudian hasil dari data  tersebut dianalisa  secara kualitatif.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa  tahap
dalam proses pelaksanaan program PNPM Mandiri di kelurahan taroada
Kabupaten Maros yaitu tahap pertama,pemberian sosialisasi kepada
masyarakat sehubungan dengan program PNPM Mandiri.Tahap
kedua,penjaringan aspirasi masyarakat dalam mencari program apa yang
sesuai dengan tuntutan masyarakat yang akan dilaksanakan.Tahap ketiga
yaitu proses pelaksanaan program PNPM Mandiri. Adapun Faktor – faktor
yang mempengaruhi proses pelaksanaan program PNPM Mandiri di
Kelurahan Taroada yaitu Faktor Pendukung dan faktor Penghambat.faktor
yang menunjang program tersebut adalah pemberian sosialisasi, SDM
sebagai pelaku PNPM Mandiri, dan partisipasi masyarakat yang tinggi.
Adapun faktor penghambat yaitu, masalah pendanaan yang cenderung
terlambat serta masalah musim hujan yang tidak bersahabat.
xi
ii
ABSTRACT
HARYANTO , registration number E121 09 272 , Government Science
Program Department of Political Government, Faculty of Social and Political
Science ,   Hasanuddin University   , writing his   thesis with the title :
" PNPM EVALUATION PROGRAM INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT IN
PUBLIC LIFE IN WARD TAROADA MAROS REGENCY " Under Guidance
Dr.H.A.Gau Kadir.MA funds A. Murfi S,Sos,M.si.
This paper aims to describe how the PNPM Mandiri program in
improving life in the Village Infrastructure Taroada Maros and factors - factors
that affect the process in the Village Infrastructure Improvement District
Taroada Maros.Tipe research used in this research is descriptive qualitative
survey research base . Data collection techniques used observation , namely
the collection of data by conducting direct observation of the object under
study , where researchers conducted interviews directly with the informant
questioning in connection with the problem under study and supported by the
data sekunder. the population in this study is a component of PNPM Program
independent and community leaders in the village Taroada Maros with
sampling using purposive sampling techniques , then the results of the data
analyzedqualitatively.
The results showed that there are several stages in the process of
implementation of the PNPM Mandiri program in urban taroada Maros is the
first stage , providing outreach to the public in connection with the second
Mandiri.Tahap PNPM program , public aspirations in finding programs that fit
what society demands that will the third assosiated.the step on PNPM Mandiri
program implementation process . The factors - factors that affect the
implementation of PNPM Mandiri program in the village Taroada. Supporting
Factors and factors that support the program is the provision of socialization ,
human resources as PNPM Mandiri offender , and community participation .
The limiting factor is, funding issues and problems that tend to be late rainy
season hostile .
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Otonomi daerah,   sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada hakekatnya
bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada
masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat daerah.
Paradigma “pemberdayaan” memberikan arti penting dalam
membangkitkan potensi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam
pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang
berbasis pada budaya, politik, dan ekonomi lokal. Keberagamaan Bangsa
Indonesia tak dapat dikelola dengan baik secara sentralisitik dalam
pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah seyogyanya merealisasikan
potensi kearifan lokal yang disesuaikan dengan etika dan budaya lokal,
tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan
keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi,namun
penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.
Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal.
Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi
4sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan
kemiskinan juga mulai luntur.
Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan
menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk
meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan
lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.
Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya
penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan
kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat
ditumbuhkembangkan sehingga mereka berperan bukan sebagai obyek
melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan dua
program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di pedesaan
, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai
dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.
Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan
Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk
pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik; dan
5Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
untuk mengintegrasikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah
sekitarnya. PNPM juga diperkuat dengan berbagai program
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor.
Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan
masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan
pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah
terpencil dan terisolir. Sebagai program pemberdayaan masyarakat
terbesar di Indonesia ini mulai memusatkan kegiatannya di wilayah
perdesaan yakni PNPM Mandiri Perdesaan .
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan seluruh anggota masyarakat
diajak terlibat dalam setiap tahap kegiatan secara partisipatif, mulai dari
proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan
pengelolaan dana sesuai kebutuhan prioritas di desa masing-masing
hingga pelaksanaan dan pemeliharaannya.
Pelaksanaan Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai salah  satu upaya pemberdayaan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan untuk
meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan
lapangan kerja.
Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat
dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan , serta cakupan
6pembangunan diharapkan dapat berpihak pada masyarakat miskin dan
upaya meningkatkan kesetaraan jender. Dampak signifikan pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat terlihat dari kenaikan belanja rumah
tangga perdesaan. Fenomena ini merupakan hasil studi yang telah
dilakukan di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang
menunjukan adanya peningkatan belanja rumah tangga yang cukup besar
dibandingkan kecamatan non-program. Selanjutnya semakin lama sebuah
kecamatan menerima bantuan program, maka semakin besar dampaknya
terhadap peningkatan belanja rumah tangga perdesaan.
Berbicara mengenai suatu program tentu saja memiliki sisi
kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan
kompleks yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
Walaupun telah terbukti beberapa daerah telah berhasil, namun masih
ada saja daerah yang mengalami masalah. Baik dari segi perencanaan,
maupun efektivitas pelaksanaannya.
Bertolak dari latar belakang lebih jauh mengenai pemberdayaan
masyarakat terutama dalam pengembangan PNPM Mandiri dalam
peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di daerah.
Dengan mengangkat judul penelitian “Evaluasi program PNPM
Mandiri dalam peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di
Kelurahan Taroada Kabupaten Maros”. Sebagai pijakan awal dari
sebuah penalaran lebih lanjut menuju sebuah pembangunan di daerah
7yang lebih memperhatikan kondisi sumber daya alam (SDA) dan sumber
daya manusia (SDM) demi tercapainya kesejahteraan yang optimal dan
berkelanjutan.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi  fokus
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program PNPM mandiri dalam
peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di Kelurahan Taroada
Kabupaten Maros?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi proses pelaksanaan program
PNPM Mandiri dalam peningkatan prasarana kehidupan di Kelurahan
Taroada Kabupaten Maros?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Efektivitas program PNPM Mandiri dalam
peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di Kelurahan Taroada
Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses
pelaksanaan program PNPM Mandiri dalam peningkatan prasarana
kehidupan masyarakat.
81.4. Manfaat Penelitian
1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
kajian bermanfaat bagi pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu
pengetahuan, terkhusus pada perkembangan ilmu pemerintahan .
2) Secara praktis diharapkan dari hasil penelitian ini kemudian dapat
menjadi masukan dan bahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Sikka,
terkhusus Pemerintah Kecamatan Nita dalam melihat dan mengolah
potensi daerah, serta menjadi upaya untuk memahami pemberdayaan
masyarakat yang berkelanjutan.
3) Secara metodologi, hasil dalam penelitian ini kemudian dapat
menjadikan sebuah dorongan moril dalam penelitian selanjutnya
mengenai pembahasan yang serupa tentunya.
1.5. Kerangka Konseptual
Upaya pemberdayaan masyarakat  sebenarnya  sudah ada
semenjak Republik Indonesia ini merdeka. Hal ini tercantum dalam
penetapan filosofis dan konstitusional pembangunan masyarakat
Indonesia dalam usaha pemerintahan terhadap peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat
bagi bangsa Indonesia Dalam program pembangunan nasional  sangat
penting kiranya memperhatikan adanya pengembangan sumber daya
manusia dalam pemberdayaan masyarakat, agar dapat memberikan
manfaat guna pencapaian tujuan tersebut.
9Salah satu persoalan terbesar di negeri ini adalah masalah
kemiskinan. Masalah  yang  sangat kursial yang membutuhkan
penanganan serius. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks
membutuhkan interfensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.
Penanganannya selama ini  cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.
Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal.
Kerelawanan  sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi
sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan
kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat
sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Kekuatan rantai besi berada pada rantai yang lemah. Jika
mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangakaian mata
rantai sistem pemeritahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa
merupakan mata rantai yang terlemah.Hampir segala aspek menunjukan
betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi
pemerintahan, padahal desa yang menjadi pertautan terakhir dengan
masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan
sebagai cita-cita bersama.
Data sensus penduduk tahun 2000 sekitar 60% atau sebagaian
besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan
permukiman perdesaan. Selama ini kawasan perdesaan dicirikan antara
lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya
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tingkat kemiskinan dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman
perdesaan.  Rendahnya produktivitas  tenaga kerja di perdesaan bisa
dilihat dari besarnya tenaga kerja yang ditampung sektor pertanian (46,26
% dari 90,8 juta penduduk  yang bekerja), padahal sumbangan sektor
pertanian dalam perekonomian nasional menurun manjadi 15,9 %
(Susenas 2003).
Sementara itu tingginya tingkat kemiskinan dapat ditinjau baik dari
indikator jumlah dan persentase penduduk miskin, maupun tingkatan
kemiskinan. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin adalah 37,3 juta
jiwa (17,4%) dimana presentase penduduk miskin di perdesaan 20,2%,
lebih tinngi dari perkotaan yang mencapai 13,6%. Dengan penduduk dan
angkatan kerja perdesaan yang akan terus bertambah sementara
pertumbuhan luas lahan pertanian relatif tidak meningkat secara
signifikan. Maka penerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi tidak
produktif.
Permasalahan tingkat kemiskinan memberikan gambaran faktual
kondisi yang terjadi dalam masyarakat perdesaan dalam masyarakat
perdesaan secara keseluruhan. Berbicara mengenai desa berarti
berbicara mengenai nasib sebagian besar rakyat Indonesia yang
wilayahnya terbentang dari sabang hingga merauke.
Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung
konsep pembangunan yang memihak rakyat dan pemberdayaan
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masyarakat. Perasaan berharga diri yang diturunkan dari keikutsertaan
dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu
hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam konsumsi produknya.
Keefisienan sistem produksi, karenanya haruslah tidak dinilai
berdasarkan produknya, melainkan juga berdasarkan mutu kerja sebagai
sumber penghidupan yang disediakan bagi para pesertanya, dan
berdasarkan kemampuannya menyertakan segenap anggota masyarakat.
Salah satu perbedaan penting antara pembangunan yang memihak rakyat
dan pembangunan yang mementingkan produksi ialah bahwa yang kedua
itu secara terus menerus menundukkan kebutuhan rakyat di bawah
kebutuhan sistem agar sistem produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat
(Korten, 1984).
Paradigma pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat
mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih
manusiawi. Pemahaman akan paradigma itu penting artinya bagi
pemilihan teknik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat
dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuan yang mementingkan rakyat.
Penyadaran diri merupakan satu di antara argument yang paling telak dan
tajam diajukan oleh Freire (1984), adalah merupakan inti dari usaha
bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahannya selama ini.
Kesempitan pandangan dan cakrawala masyarakat yang tersekap
dalam kemiskinan dan kelemahan lainnya harus diubah kearah suatu
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keinsyafan, perasaan, pemikiran, gagasan, bahwa hal tersebut dapat
menjadi lain, dan pasti tersedia alternatif untuk mengatasinya.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu
mengembangkan teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk
menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze (1999), orientasi
pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu
mengembangkan diri atas dasar inovasi yang ada, ditetapkan secara
partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan
masyarakat sasaran dan segala hal yang bersifat praktis, baik dalam
bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan
masyarakat sebagai outsider people dapat dibedakan menjadi 3 bagian
yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai
informasi.
Pembedayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan
atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya
peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari
perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan
kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai
(pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri).
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PNPM Mandiri ialah program nasional dalam wujud kerangka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program
penanggulangan   kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang
berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui
harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur
program, penyediaan pendamping, dan pendanaan stimulan untuk
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan
pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya
seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan
masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Khusus (P2DKT) untuk pengembangan daerah tertinggal,
pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas
dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat pertumbuhan ekonomi
dengan daerah sekitarnya dan PPIP yang biasa disebut dengan Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. PNPM Mandiri diperkuat dengan
berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh
berbagai departemen atau sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan
PNPM Mandiri sampai 2008 juga masih diprioritas pada desa tertinggal.
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Secara umum, tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkannya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
Dan secara khusus dapat diatur sebagai berikut;
1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk
masyarakat miskin,  kelompok perempuan, komunitas adat
terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering
terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar,
representative, dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan,
program, dan penganggaran  yang berpihak pada masyarakat
miskin (pro-poor).
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta,
asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainya, untuk
mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta
kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam
menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
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6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai
dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan
kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna,
informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan
konstitusional UUD 1945 beserta amandemen, landasan idiil Pancasila,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus
pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan
perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan,
perencanaan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai
berikut :
1. Dasar peraturan perundangan sistem yang digunakan adalah:
1) UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
2) PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
3) PP No. 73 Tahun 2005 tentang Keluruhan.
4) PP No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
kemiskinan.
2. Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan pembangunan
terkait:
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1) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perimbangan
Nasional (SPPN).
2) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025.
3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Nasional 2004-2009.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional
Program PNPM Mandiri ini didukung dengan pembiayaan yang
berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah
dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan peminjaman dari Bank
Dunia.
PNPM Mandiri merupakan program nasional yang dirancang untuk
memberdayakan masyarakat desa, terutama masyarakat miskin desa dan
masyarakat pengangguran. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan program adalah indikator utama yang digunakan
dalam menganalisis efektif tidaknya pelaksanaan program.
17
Rangkaian program PNPM Mandiri yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah memulai dari (1) perbaikan prasarana jalan tani (2)
pembangunan jamban (3) proses pelaksanaan kegiatannya. Seluruh
rangkaian program PNPM Mandiri Perdesaan ini secara ideal harus dapat
memberdayakan masyarakat sebagai pelaksana utamanya.
Dari beberapa program PNPM Mandiri yang dirumuskan dalam
pelaksanaan peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di Kelurahan
Taroada Kabupaten Maros. Penelitian ini hanya fokus pada perbaikan
prasarana jalan tani di Kelurahan Taroada Kabupaten Maros.
Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat
dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang
meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan,
dapat dikerjakan masyarakat, didukung sumber daya yang ada dan upaya
pelestarian kegiatan.Sedangkan, Pelaksanaan pengalokasian dana
Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri dilakukan
melalui skema pembiayaan bersama (cost  sharing) antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil
dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM–PPK (2007).
Besarnyacost ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing
daerah, dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.
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Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri pada tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan para pelaku
lainnya di desa(kelurahan), kecamatan, kabupaten dan seterusnya
berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar
tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri
tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam PNPM Mandiri yang ingin diteliti
oleh peneliti dapat diklasifikasikan atas 2 jenis kegiatan yang meliputi:
1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar (jalan
tani) yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun
jangka panjang secara ekonomi dan social bagi masyarakat yang
ada disekitar lingkungan Kelurahan Taroada Kabupaten Maros.
2) Peningkatan bidang kesehatan melalui   kegiatan pembuatan
jamban bagi masyarakat yang kurang mampu
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Berangkat dari konsep tersebut, maka skema penulisan dapat
digambarkan dalam bagan sebagai berikut :
Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual
PNPM Mandiri
Program PNPM Mandiri :
 Perbaikan prasarana
infrastrukutur jalan tani.
 Pembuatan jamban sehat bagi
masyarakat kurang mampu
Gambaran PNPM Mandiri di
Kelurahan Taroada :
1. Partisipasi perencanaan
a) Keikutsertaan dalam
penggalian gagasan
b) Keaktifan dalam
menyampaikan usulan/ide
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
a) Kesediaan dalam
meluangkan waktu/dan
tenaga
b) Kesediaan dalam
menyediakan bahan
/materi.
3. Partisipasi dalam proses
pemeliharaan
Keaktifan dalam
pemeliharaan hasil
kegiatan
Efektivitas PNPM Mandiri dalam
peningkatan prasarana
kehidupan masyarakat di
kelurahan Taroada :
a) Peningkatan
pendapatan
b) Mempermudah akses
antara jalan poros -
persawahan
c) Peningkatan dari segi
kesehatan
Faktor-Faktor yang
mempengaruhi :
-faktor pendukung:
a) Sosialisasi Program
PNPM Mandiri.
b) SDM pelaku PNPM
Mandiri .
c) Partisipasi masyarakat.
- Faktor penghambat :
a) aliran dana yang
terlambat
b) faktor musim penghujan
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1.6 Metode penelitian
1.6.1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian akan dilakukan di Kelurahan Taroada Kabupaten
Maros.  Di mana di dalamnya terdapat para aparatur pemerintah dan
PNPM mandiri yang memiliki fungsi , tugas serta tanggung jawab yang
sangat penting dalam proses peningkatan prasarana kehidupan
masyarakat di Kelurahan Taroada Kabupaten Maros.
1.6.2. Dasar Penelitian
Dasar penelitian adalah menggunakan metode survey yaitu data
atau informan yang dikumpulkan dari berbagai populasi. Dari populasi itu
kemudian akan ditarik sampel yang dianggap mewakili seluruh populasi
yang ada. Pengumpulan data itu akan dilakukan langsung ke lokasi
penelitian.
1.6.3. Tipe Penelitian
Tipe penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe
penelitian deskriptif yaitu guna memberikan gambaran atau penjelasan
tentang pelaksanaan PNPM Mandiri dalam peningkatan prasarana
kehidupan masyarakat di Keluraha Taroada Kabupaten Maros.
1.6.4. Informan Penelitian(populasi dan sampel)
Dalam penelitian ini, unit analisis yang disoroti adalah pemerintah
daerah yang memberikan peningkatan bagi prasarana kehidupan
masyarakat di Kelurahan Taroada Kabupaten Maros..yaitu PNPM Mandiri.
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Pemilihan subjek dengan metode purposive, dengan memilih orang yang
dianggap benar-benar memahami realitas yang terjadi, yakni   Informan
yang terdiri atas:
1. Lurah Kelurahan Taroada : 1 orang
2. Ketua PNPM Mandiri Kelurahan taroada : 1 orang
3. Sekretaris PNPM mandiri Kelurahan Taroada : 1 orang
4. Anggota kelurahan dan PNPM Mandiri : 5 orang
5. Masyarakat Kelurahan Taroada : 22 orang
Jumlah : : 30 orang
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah :
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari informan yang telah
dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini.  Data primer
diperoleh melalui: Observasi  yaitu metode pengumpulan data di
mana peneliti mencatat informasi yang mereka saksikan selama
penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa itu bias direkam.
Didengarkan , dirasakan yang kemudian dicatat secara obyektif.
Observasi terkait dengan judul yang akan diteliti adalah Evaluasi
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Program PNPM Mandiri dalam Peningkatan Prasarana Kehidupan
Masyarakat di Kelurahan Taroada Kabupaten Maros.
2. Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi secara
langsung antara peneliti dan responden . komunikasi berlangsung
dalam bentuk tatap muka dan Tanya jawab , sehingga gerak dan
mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata
secara verbal. Wawancara dilakukan secara mendalam mengenai
penelitian yang dimaksud, dengan menggunakan pedoman
wawancara.
1.6.6. jenis dan sumber data
Data Sekunder, Adapun data sekunder diperoleh melalui :
1) Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan  literatur atau
buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah
penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas
internet.
2) Dokumentasi, yaitu arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris
yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.
1.6.7.Analisis data
Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara
sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di
lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis
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deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Menurut Milles dan
Huberman (1992 : 20), ada tiga komponen pokok dalam analisis data
dengan model interaktif, yakni :
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan
perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan
suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek,
membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian
rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
b. Penyajian Data
Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang
tersusun untuk memeri peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain
itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom
dan  table bagi data  kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan
demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya
sangatlah diperlukakn untuk melangkah kepada tahapan penelitian
kualitatif selanjutnya.
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c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam
penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis
besar / kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian
tersebut.
Ketiga komponen tersebut  satu sama lain saling berkaitan erat
dalam  sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen
tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memahami pengertian yang
mendalam ,komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan  kesimpulan
induktif sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti.
1.7 Definisi Operasional
Definisi operasional penelitian adalah suatu Konsep yang
digambarkan dalam definisi konsep tentu saja tidak akan dapat
diobservasi atau diukur gejalanya dilapangan. Untuk dapat diobservasi
atau diukur, maka suatu konsep harus didefinisikan secara operasional.
Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan-
rujukan empiris apa saja yang dapat ditemukan dilapangan untuk
menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksud sehingga konsep
tersebut dapat diamati dan diukur. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa definisi operasional merupakan jembatan yang menghubungkan
conceptual-theoretical level dengan empirical –observational level.
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1.7.1 Proses peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di
Kelurahan Taroada Kabupaten Maros. Adapun indikator yang
digunakan, yaitu :
1. Efektivitas berasal dari kata yang berarti berhasil guna atau tepat
guna. Pengertian efektivitas secara umum menunjukan seberapa
jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.
Indikator kinerja efektivitas program pemberdayaan masyarakat
(PNPM Mandiri).Sebelum melakukan pemantauan, pengawasan,
dan evaluasi terlebih dahulu indikator keberhasilan yang ingin
dicapai dalam program PNPM Mandiri Perdesaan harus diketahui
indikator yang digunakan yakni:
1) Pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan,
indikator yang digunakan yakni;
1. Indikator Perencanan Digunakan untuk mengukur
jumlah sumber daya (dana atau anggaran, SDM,
peralatan/sarana-prasarana, materil lainnya) serta
keikutsertaan dalam penggalian gagasan, keaktifan
dalam menyampaikan usulan/ide yang digunakan untuk
mencapai tujuan program PNPM Mandiri
2.Indikator Proses Untuk menggambarkan
perkembangan/aktivitas yang dilakukan/terjadi dalam
pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan yakni
26
Kesediaan dalam meluangkan waktu/dan tenaga.
Kesediaan dalam menyediakan bahan/materi.
3.Indikator Pemeliharaan.Untuk mengukur keluaran yang
dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauh mana terlaksana
sesuai rencana. Untuk menggambarkan hasil nyata dari
keluaran suatu kegiatan. Digunakan untuk mengetahui
sejauh mana pencapaian tujuan umum dari program
PNPM Mandiri Seperti  keaktifan dalam pemeliharaan
hasil kegiatan PNPM Mandiri
4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
program adalah indikator utama yang digunakan dalam
menganalisis efektif tidaknya pelaksanaan program.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PNPM
Mandiri di Kelurahan Taroada:
1) Sosialiasi Program PNPM Mandiri
2) SDM pelaku PNPM Mandiri .
3) Partisipasi masyarakat.
1.8. Analisis Data
Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan
menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yakni data yang
diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan
maupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara
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sistematis fakta-fakta dan data data yang diperoleh. serta hasil-hasil
penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk
kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang
digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi
landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana
hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang telah ada, perlu adanya
ulasan   terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan   topik
masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca meningkatkan
cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian.
2.1 Tinjauan Tentang pemberdayaan dalam Ilmu Pemerintahan
Secara konseptual, pemberdayaan (empowernment) berasal dari
kata ’power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenannya, ide utama
pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.
Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan
individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas
dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada
kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok
rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan
dalam :
1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki
kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas
29
mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan,
bebas dari kesakitan.
2) Menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka
dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang
dan jasa yang mereka perlukan.
3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang
mempengaruhi mereka.
Menurut Wiranto (1999), pemberdayaan merupakan upaya untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang
seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan
sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai
tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.
Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya
diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan
kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses
produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut
diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain
bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.
Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam
meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat
keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi
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sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap
orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba
kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat,
kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan
sebagai orang yang memiliki keberagam kemampuan yang dapat di
mobilisasi untuk perbaikan hidupnya.
Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai
kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi arah
sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.
Menurut  Dadang S. Suharmawijaya : ”inovasi program pemberdayaan
ekonomi merupakan upaya mengatasi persoalan ekonomi masyarakat
komunitas tertentu. Hanya, pada perjalanannya, yang memiliki problem
ekonomi merupakan kelompok masyarakat miskin. Kenyataan itulah yang
menjadikan sebagian program kabupaten/ kota menyatukan antara
pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.”
Dengan demikian, pemberdayaan adalah  sebuah proses dan
tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan kelompok di dalam lingkungan
kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami
masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai
tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil  yang
ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya,
memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan
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dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi ,
maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampi menyampaikan
aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan
sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.
2.2 Tinjauan Tentang Efektivitas
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata
efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa
diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan,
dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara
tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian
antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.
Jadi pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau
disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh
mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang
dilakukan.
Penjelasan di dalam Ensiklopedia Agama dan Filsafat bahwa
efektivitas adalah menunjukkan taraf tercapainya tujuan. Suatu program
atau usaha dikatakan efektif kalau usaha mencapai tujuannya. Secara
ideal efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran yang dapat dihitung
seperti dalam persentase (Ensiklopedia Agama dan Filsafat, 2001 : 101).
Dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah
keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai  tujuan dan
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target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila
tujuan dan target dapat tercapai  sesuai dengan yang telah ditentukan
sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target
tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya
maka aktifitas itu dikatakan tidak efektif.
2.3 Tinjauan Tentang Pemberdayaan
2.3.1 Tahapan Pemberdayaan.
Menurut Sumodiningrat, Pemberdayaan tidak selamanya,
melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh
lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu
masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana
disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan
berlangsung secara bertahap. Tahapan yang harus dilalui tersebut adalah
meliputi:
1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku
sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan
kapasitas diri.
2. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan,
kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan
keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam
pembangunan.
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3. Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan,
keterampilan sehingga   terbentuklah inisiatif dan   kemampuan
inovatif untuk mengantarkan pada kemadirian.
Menurut Keiffer (1981), pemberdayaan yang dilakukan kemudian
mencakup tiga hal pokok yakni kerakyatan, kemampuan sosial politik, dam
berkompetensi partisipatif (Suharto,1997:215). Parson et.al (1994:106)
juga mengajukan tiga dimensi dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut
yang merujuk pada :
1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan
individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan
sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri,
berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang
dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut
untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih
menekan.
Lebih lanjut Sedarmayanti menjelaskan, kata pemberdayaan
(empowernment) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh.
Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu :
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1. Kecenderungan Primer, proses pemberdayaan yang menekankan
pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan,
kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu
menjadi lebih berdaya (survival of the fittes) proses ini dapat
dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna
mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
2. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi,
mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai
kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan
hidupnya melalui proses dialog.
Dari dua kecenderungan diatas memang saling mempengaruhi
dimana agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harus lebih
sering melalui kecenderungan sekunder.
 Manajemen sumber daya
Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat
dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya
dengan baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan pengembangan
organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti
perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan
lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan
untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang ada menjadi
lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja.
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Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya
pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.
Sejalan dengan hal  tersebut, Ohama (2001) secara operasional
menjelaskan dua unsur pembangunan yang sangat fundamental dalam
kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat lokal yaitu :
1. Sumber daya, dalam hal ini pemanfaatan/pengelolaan sumber daya
fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan
tekhnologi.
2. Organisasi sebagai pelaku. Norma, nilai yang membatasi/mengatur
anggota dalam pencapaian tujuan
2.3.2 Strategi dan Prinsip Pemberdayaan
Parson et.al (1994:112-113) menyatakan bahwa proses
pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada
literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam
relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien (masyarakat) dalam
setting pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekejaan sosial
pemberdayaan dapat dilakukan melalui :
1. Asas Mikro, pemberdayaan melalui bimbingan tujuannya
membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tgas-
tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang
berpusat pada tugas (task centered approach).
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2. Asas Mezzo, pemberdayaan dilakukan pada sekelompok klien
(masyarakat), metoded ini dilakukan dengan menggunakan
kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi
permasalahan.
3. Asas Makro, pendekatan sistem besar (large system strategy)
perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial,
pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini
memandang kilen sebagai orang memiliki kompetensi.
Menurut beberapa penulis  seperti, Solomon (1976),  Rappaport
(1981-1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift and Lenn (1987),
Week,Rapp,Sulivan dan kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip
pemberdayaan menurut perspektif sosial (Suharto, 1997:216-217), Yaitu :
1. Pemberdayaan adalah sebuah proses kolaboratif.
2. Proses pemberdayaan menempatan masyarakat sebagai aktor
subjek yang berkompeten.
3. kompetisi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup.
4. solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus.
5. jaringan-jaringan sosial informal sebagai sumber dukungan.
6. masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan.
37
7. keberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber secara
efektif dan efisien.
8. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif.
Dari pandangan mengenai pembangunan masyarakat memperjelas
bahwa sasaran dari pembangunan masyarakat adalah usaha-usaha yang
dilakukan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Ada beberapa
pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai pembangunan
masyarakat (Salman, 2005) antara lain;
1. Pendekatan selp help (menolong diri  sendiri), masyarakat dapat
meningkatkan dan memperbaiki kondisi   sosialnya. Anggapan
dalam pendekatan ini bahwa masyarakat dapat, akan, dan
seharusnya berkolaborasi dalam memecahkan masalahnya.
2. Pendekatan technical assistance (bantuan teknis), bahwa struktur
dapat mempengaruhi perilaku, anggapan dalam pendekatan ini
yakni dengan memberikan bantuan teknis seperti teknologi,
informasi, atau cara berfikir sehingga dapat saling bekerja sama
dengan masyarakat.
3. Pendekatan conflict (konflik), yakni masyarakat dipolarisasikan
dalam bentuk kelompok-kelompok untuk kemudian
mengembangkan dirinya dalam mendapatkan sumber daya dalam
rangka memperbaiki kondisi ekonominya.
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2.3.3 Tujuan Pemberdayaan
Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara
operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang
menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah
program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat
dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan
(misalnya; masyarakat kurang mampu) yang perlu dioptimalkan. Schuler,
Hasmaeni dan Riley (Suharto, 2004) mengembangkan delapan indikator,
yang mereka sebut sebagai empowernment index atau indeks
pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat
dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi,
kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural
politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan,
yaitu ; kekuasaan di dalam (power within), kekuasaan untuk (power to),
kekuasaan atas (power over) dan kekuasaan dengan (power within).
Menurut Sumodiningrat (2002, dalam Sulistyaningsih, 2004: 82)
Pemberdayaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski
dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti
pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai
status mandiri. Meskpun demikian dalam rangka menjaga kemandirian
tersebut tetap dilakukan pemeliharaan  semangat, kondisi, dan
kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran
lagi.
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Menurut Wiranto (1999), pemberdayaan merupakan upaya untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang
seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan
sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai
tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan
demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk
meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat
terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan
berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya
untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan
pengembangan sumber daya manusia.
Untuk mengelola sumber daya tersebut, model pembangunan
(community development/CD) merupakan alternatif yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat
pedesaan.  Di mana sasaran utama CD adalah menolong masyarakat
untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah
dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Hasil akhir dari CD ini
adalah terciptanya masyarakat yang mandiri atau masyarakat yang
mampu menciptakan prakarsa sendiri (self propelling) dan pertumbuhan
ekonomi yang berwawasan lingkungan (sustainable economic growth)
dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sejalan dengan itu, Gany
(2001) juga berpendapat bahwa konsep pemberdayaan dapat dilihat
sebagai upaya perwujudan interkoneksitas yang ada pada suatu tatanan
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dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar
suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain,
pemberdayaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan
dapat mencapai suatu kondisi yang  memungkinkannya membangun
dirinya sendiri.
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas
pemberdayaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam
pengembangannya yaitu :
1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan
menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan
yang muncul).
2. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi
guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri
mereka.
3. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu
difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif
pengembangan mereka.
Oleh karena itu, pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong dan
memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan
dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi
dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.
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Pemberdayaan masyarakat juga ditujukan untuk mengikis fenomena
kemiskinan.
1.4 Konsep Program PNPM Mandiri
PNPM Mandiri ialah program nasioanal dalam wujud kerangka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan   kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang
berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui
harmonisasi dan pengembangan ssistem serta mekanisme dan prosedur
program, penyediaan pendamping, dan pendanaan stimulan untuk
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan
pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya
seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan
masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Khusus (P2DKT) untuk pengembangan daerah tertinggal,
pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas
dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi dengan daerah sekitarnya dan PPIP yang biasa disebut dengan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. PNPM Mandiri diperkuat
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dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan
oleh berbagai departemen atau sektor dan pemerintah daerah.
Pelaksanaan PNPM Mandiri sampai 2008 juga masih diprioritas pada
desa-desa tertinggal.
Secara umum, tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkannya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
Dan secara khusus dapat diatur sebagai berikut;
1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk
masyarakat miskin,  kelompok perempuan, komunitas adat
terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering
terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar,
representative, dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan,
program, dan penganggaran  yang berpihak pada masyarakat
miskin (pro-poor).
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta,
asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,
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organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainya, untuk
mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta
kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam
menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai
dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan
kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna,
informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan
konstitusional UUD 1945 beserta amandemen, landasan idiil Pancasila,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus
pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan
perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan,
perencanaan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai
berikut :
1. Dasar peraturan perundangan sistem yang digunakan adalah:
1) UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
2) PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
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3) PP No. 73 Tahun 2005 tentang Keluruhan.
4) PP No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
kemiskinan.
2. Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan pembangunan
terkait:
1) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perimbangan
Nasional (SPPN).
2) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025.
3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Nasional 2004-2009.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional
Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada di bawah binaan
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen
Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal
dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari
sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan peminjaman dari Bank Dunia.
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PNPM Mandiri Pedesaan dirancang oleh pemerintah dalam
beberapa bentuk yang diantaranya dalam pelaksanaan program fisik
melalui pembangunan sarana, prasarana dan program ekonomi melalui
kegiatan koperasi serta bantuan ekonomi lain yang bertujuan untuk
peningkatkan ekonomi rakyat di daerah-daerah pelosok, khususnya
daerah tertinggal. Dalam penelitian ini diurakian terperinci beberapa
efektivitas dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Nita.
PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program nasional yang
dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa, terutama masyarakat
miskin desa dan masyarakat pengangguran desa. Oleh karena itu,
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program adalah
indikator utama yang digunakan dalam menganalisis efektif tidaknya
pelaksanaan program.
Rangkaian program PNPM Mandiri Pedesaan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah memulai dari (1) proses perencanaan program
kegiatan yang dianggap cocok ditetapkan di desa, (2) proses pelaksanaan
kegiatan yang telah direncanakan, dan (3) proses pengawasan
kegiatannya. Seluruh rangkaian program PNPM Mandiri Perdesaan ini
secara ideal harus dapat memberdayakan masyarakat sebagai pelaksana
utamanya.
Dari beberapa program PNPM Mandiri yang dirumuskan dalam
peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di Kelurahan Taroada
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Kabupaten Maros. Penelitian ini hanya terfokus pada program perbaikan
prasarana infrstruktur jalan  tani dan pembangunan atau pembuatan
jamban gratis bagi masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Taroada
Kabupaten Maros.
Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat
dalam musyawarah anatar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria
yang meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap peningkatan
kesejahteraan, dapat dikerjakan masyarakat, didukung sumber daya yang
ada dan upaya pelestarian kegiatan.
Pelaksanaan pengalokasian dana Bantuan Langsung bagi
Masyarakat (BLM). PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema
pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam
PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007).
Besarnya cost    sharing ini disesuaikan dengan kapasitas
fiskal tiap daerah, dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.
Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-
pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi
sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan,
47
prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan
tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.
Usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam PNPM Mandiri
Perdesaandapat diklasifikasikan atas 2 jenis kegiatan yang meliputi:
1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar
yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka
panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah
tangga miskin.
2) Peningkatan bidang pelayanan kesehatan.
Tinjauan tentang masyarakat
Menurut Suriadi (2005 : 41) Masyarakat adalah sekelompok orang
yang memiliki perasaan  sama atau menyatu  satu  sama lain  karena
mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama,
perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama menurut
kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup
bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam
hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup
menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan
istilah lain adalah saling berinteraksi.
Masyarakat juga disebut sebagai society dalam bahasa inggris,
masyarakat adalah orang-orang yang berada dalam satu daerah.
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Masyarakat yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang
hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga
berarti orang, khalayak ramai
Menurut Hasan Sadily memberi pengertian bahwa masyarakat
ialah   kesatuan yang selalu berubah, yang hidup   karena proses
masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu.
Sedangkan, menurut Plato masyarakat merupakan refleksi dari
manusia perorangan. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang
terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek seperti latar belakang budaya,
agama, tradisi kawasan lingkungan dan lain-lain.
Masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan
dari Allah, agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan social dalam
interaksi antar sesama manusia yang menjadi warganya. Setiap
masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu
sama lain. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi
pengaruh pada pengembangan potensi individu.
Di dalam masyarakat ada pula yang disebut dengan masyarakat
aktif adalah masyarakat yang menguasai dunia sosial mereka, masyarakat
pasif adalah masyarakat adalah kelompok masyarakat yang anggotanya
kekuatan-kekuatan luar atau kekuatan aktif lainnya.menurut Etzioni dalam
masyarakat aktif orang dapat mengubah hukum-hukum sosialnya.Etzioni
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melihat masyarakat sebagai sekumpulan sub-sub kolektiva, atau sub-sub
kelompok yang longgar .
Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapatlah
diberi kesimpulan bahwa pengertian masyarakat yang penulis maksudkan
ialah sekelompok manusia yang terdiri di dalamnya ada keluarga,
masyarakat dan adat kebiasaan yang terikat dalam satu kesatuan aturan
tertentu.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
3.1 Gambaran Umum Kelurahan Taroada
Kelurahan Taroada merupakan salah satu kelurahan yang terletak
di Kecamatan turikale Kabupaten Maros. Kelurahan Taroada memiliki luas
sekitar 7,06 ha.
3.1.1 Keadaan Geografis
Letak Kelurahan Taroada dengan batas-batas alam yang jelas
sehingga tidak menyulitkan untuk menentukan batas wilayah. Luas
wilayah Kelurahan Taroada adalah :
 Menurut penggunaannya :
 Sawah : 1,26 km2
 Irigasi : 125,53 Ha
 tambak : 59,83 Ha
 Lahan kering : 47,43 Ha
 Lahan non pertanian : 4,57 km2
Letak geografis dari Kelurahan Taroada memiliki batas-batas
sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Adatongeng
Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bonto Mate’ne
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bontoa
Sebalah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pallantikang
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Secara umum Kelurahan Taroada merupakan daerah dataran
rendah jarak tempuh dari Makassar yaitu 25 km, sedangkan jarak tempuh
dari ibukota Kabupaten yaitu 1 km, dengan ketinggian dari permukaan laut
0,7 m. kelurahan Taroada dari  4 lingkungan yaitu, lingkungan Ballu –
ballu, lingkungan Sanggalea lingkungan Maccopa , lingkungan Baniaga.
3.1.2 Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk Kelurahan Taroada ini sebanyak 6.369 jiwa yang
terdiri dari laki-laki sebanyak 3.118 dan perempuan sebanyak 3.251,
sedangkan jumlah Kepadatan penduduknya adalah sekitar 1.242 jiwa \
km. kemudian jumlah Kepala keluarga kurang lebih 1359 KK. Kelurahan
Taroada juga menjadi Kelurahan yang jumlah penduduknya terbesar atau
dengan kata lain jumlah penduduknya lumayan padat untuk ukuran suatu
kelurahan. Keadaan penduduk di Kelurahan Taroada merupakan keadaan
penduduk dimana semua kalangan usia mulai dari balita, anak-anak ,
remaja, dewasa hingga yang sudah masuk lansia. Hal ini tercantum di
dalam profil Kelurahan Taroada yang tercantum secara lengkap dan jelas.
Adapun jumlah penduduk Kelurahan Taroada dirinci menurut golongan
usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut :
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Table 3.1 Jumlah penduduk Kelurahan Taroada
menurut golongan usia dan jenis kelamin
No.
Golongan
Umur
(Tahun)
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki – laki perempuan
1 0 – 4 361 375 736
2 5 – 9 404 337 741
3 10 – 14 330 358 688
4 15 – 19 338 355 693
5 20 – 24 296 330 626
6 25 – 29 236 310 548
7 30 – 34 297 291 588
8 35 – 39 196 218 414
9 40 – 44 180 178 358
10 45 – 49 120 124 244
11 50 – 54 80 83 163
12 55 – 59 65 64 129
13 60 – 64 64 65 129
14 65+ 149 163 312
Jumlah - 3118 3251 6369
Sumber : profil Kelurahan Taroada
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Dari jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Taroada rata – rata
berpendidikan dengan menamatkan tingkat pendidikan SD sampai pada
tingkat perguruan tinggi masih rendah. Berikut diperlihatkan pada table 3.2
Table 3.2 Distribusi tingkat pendidikan anggota
rumah tangga di Kelurahan Taroada
Pendidikan Frekuensi
Tidak pernah sekolah 739
Tidak tamat SD 811
Tamat SD/MI 1008
Tamat SMP/MTS 991
Tamat SMA/MA 991
Diploma S1/S2/S3 235
Sumber data : profil Kelurahan Taroada
3.1.3 Historis dan Budaya
Budaya yang melekat di Kelurahan Taroada ini adalah budaya
saling menghargai satu sama lain. Persatuan yang sangat kuat dengan
budaya dan adat istiadat yang tidak  terlalu beragam. Di Kelurahan
Taroada ini hanya terdapat beberapa suku, yaitu Suku bugis, Suku
makassar, Suku Bugis Makassar ,dan Suku Jawa dimana Suku Bugis
merupakan Suku dengan jumlah yang paling banyak, disusul oleh suku
bugis – Makassar. Dilihat dari agama yang ada, penduduk Kelurahan
Taroada ini mayoritas beragama Islam.
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Corak kehidupan masyarakat di desa atau kelurahan didasarkan
pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan suatu
“gemeinschaft” yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Hal ini
dapat dimengerti karena penduduk desa merupakan “face to face group”
dimana mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal diri sendiri”.
(Wasistiono,2006:11). Walaupun terdapat perbedaan diantara mereka
namun itu tidak menjadikan mereka berbeda baik dari segi agama, suku,
pendidikan maupun ekonomi.
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Taroada beraneka ragam,
dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai
petani, dan hanya sebagian kecil menekuni bidang bisnis jual beli dan
Pegawai Negeri Maka pencaharian penduduk secara umum dapat dilihat
pada tabel 3.4.
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Table 3.3 Mata Pencaharian Penduduk di Kelurahan
Taroada
No. Jenis pekerjaan
Jumlah (%)
1. Pegawai Negeri 203 4,5
2. Pegawai swasta 242 5,3
3. Petani 65 1,4
4. TNI/POLRI 20 0,4
5. Pedagang 326 7,2
6. Pengusaha 196 4,3
7. Tukang 88 1,9
8. Sopir 65 1,4
9. Nelayan 1 0,0
10. IRT 896 19,8
11. Tidak bekerja 2311 50,9
12. Lainnya 123 2,7
jumlah 4536 100,
Sumber data : profil Kelurahan Taroada
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3.2 Gambaran Pemerintahan Kelurahan Taroada
Visi dan Misi Kelurahan Taroada
 Visi
Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera dengan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih jujur adil dan makmur yang
berlandaskan pada agama dan nilai – nilai yang ada.
 Misi
Meningkatkan sumber daya aparat Kelurahan serta penataan
kembali kelembagaan pemerintah kelurahan
Melakukan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan asset –
asset Kelurahan
Mendorong peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta
memantapkan kerukunan antar umat beragama
Mendukung pengembagan seni dan budaya
Mendukung peningkatan pendapatan petani melalui upaya
peningkatan infrastrukur atau sarana dan prasarana kehidupan.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan dan
pelakasanaan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan , program
dan kegiatan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan
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masyarakat. Adapun penyelenggara pemerintah Kelurahan Taroada ,
yaitu :
1. Kepala kelurahan
2. Sekretaris Kelurahan
3. Kaur pembangunan
4. Kaur pemerintahan
5. Kaur umum
6. Kepala lingkungan ballu – ballu
7. Kepala lingkungan maccopa
8. Kepala lingkungan sanggalea
9. Kepala lingkungan baniaga
Kemudian jika dilihat secara menyeluruh struktur pemerintahan di
Kelurahan Taroada sudah sangat lengkap. Di mana semua bidang
pemerintahan sudah terisi dengan orang-orang yang berkompeten dalam
bidang yang ditempatinya masing-masing. Ada juga nama-nama Kepala
lingkungan mulai dari sanggalea, baniaga, maccopa,dan ballu-ballu.
Dalam hal struktur organisasi pemerintahan, Kelurahan Taroada
merupakan Kelurahan yang strukuturnya paling jelas di antara Kelurahan-
kelurahn lain yang ada di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Namun ,
disamping itu jalannya pemerintahan di Kelurahan Taroada tidak selalu
sejalan dengan kenyataan yang ada.
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Struktur pemerintahan Kelurahan Taroada dapat dilihat dalam
bagan 3.4 berikut:
Table 3.4 struktur organisasi kelurahan taroada
Lurah
A. Muh. Natsir ,S.Sos
Bidan
Rahmawi,Am.
Kes
Seklur
M. Yusuf
Kasi
pemerintahan
Waliuddin
hilal, AK.S
Kasi Ekbang
ST. Rosmiati
Kasi Kesos
Sri Mulyati,
S.Sos
Kasi
Trantibum
Darwis, SH
Kep. Lingk. Sanggalea
H. sangkala Siga kep. Lingk. baniagaSangkala Dolo
Kep. Lingk. Ballu ballu
Syahiruddin effendi,
SE
Kep. Lingk. Maccopa
Djamaluddin awing
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Adapun rincian tugas / program kerja dari Kelurahan Taroada, yaitu
sebagai berikut :
Kepala kelurahan
a. Menyelenggarakan pemerintahan di kelurahan, pembangunan
dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Membina perangkat kelurahan dan administrasi kantor
c. Menghadiri rapat koordinasi dan undangan yang dilaksanakan
di kelurahan, kecamatan, dan Kabupaten
d. Dalam menyelenggarakan program kerja kepala kelurahan
dilakasanakan dengan :
I. Kedudukan kepala kelurahan adalah perangkat kelurahan sebagai
kepala pemerintahan yang berada dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Camat.
II. Tugas dan tanggung jawab kepala kelurahan adalah:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah dalam kelurahan yang
dimaksud.
b. Berkewajiban mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam
kelurahan yang dimaksud.
c. Pelayanan umum
d. Memberikan pertanggung jawaban kepada Bupati sehubungan
dengan tugas tugas yang diberikan.
Bidang pemerintahan
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1. Mengadakan pembinaan administrasi kelurahan.
2. Rapat koordinasi tentang pelaksanaan semua peraturan
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melakukan pendataan dan pembinaan administrasi penduduk
5. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
6. Menetapkan pengelolaan tanah kas kelurahan, tanah adat, dan
asset kelurahan.
7. Penetapan batas lingkungan kelurahan.
Bidang pembangunan
1. Koordinasi,membina dan mengawasi pelaksanaan proyek – proyek
yang dialokasikan di kelurahan Taroada.
2. Mengahadiri rapat Musrembang Kelurahan (desa) dan
Musrembang Kecamatan.
3. Menghadiri rapat intersipikasi penagihan PBB.
4. Menghadiri rapat – rapat sosialisasi
5. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani
6. Pengembangan lembaga adat.
7. Pemeliharan rutin sarana dan prasarana kelurahan taroada.
8. Pengawasan terhadap pengerusakan lingkungan hidup.
Bidang Umum
1. Koordinasi dan melaksanakan pengendalian dalam rangka
penanggulangan bencana alam.
2. Pembinaan terhadap masyarakat.
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3. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.
4. Ikut memfasilitasi dan memotivasi kelompok belajar yang ada di
kelurahan taroada
5. Ikut memfasilitasi pembinaan organisasi generasi muda.
6. Pendataan peyandang masalah social dan potensi kesejahteraan
social.
7. Pengelolaan dana sehat.
8. Pengawasan terhadap media informasi yang menyebar.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Program PNPM Mandiri Dalam Peningkatan Prasarana Kehidupan
di Kelurahan Taroada.
Dalam pelaksanaan proses pelaksanaan kegiatan program PNPM
Mandiri dalam meningkatkan prasarana kehidupan di Kelurahan Taroada
pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dalam artian
peningkatan prasarana kehidupan di Kelurahan Taroada yang secara
mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat , meningkatnya
kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, memberi
kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengangkutan hasil
produksi pertanian melalui salah satu program kerja PNPM Mandiri yakni
perbaikan infrastruktur jalan tani (fisik). Serta , memperbaiki kesejahteraan
masyarakat (kesehatan masyarakat) melalui program kerja PNPM Mandiri
yakni Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu.
Hal itu tertuang di dalam prinsip – prinsip pokok PNPM Mandiri yang terdiri
dari :
1 Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses
yang memadai terhadap segala informasi dan proses
pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat
dilaksanakan secara terbuka dan di pertanggung jawabkan, baik
secara moral, teknis, maupun administratif.
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2 Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan
sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah
atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
3 Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin. Semua kegiatan
yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang
beruntung.
4 Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk
berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan
pembangunan secara swakelola.
5 Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif
dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan
secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
6 Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan
kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-
banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal
berbagai sumberdaya yang terbatas.
7 Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan
mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap
pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan
pembangunan tersebut.
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8 Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam
penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan
kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam
penanggulangan kemiskinan.
9 Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus
mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan,
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri juga
memiliki prinsip lainnya , sebagaimana di utarakan oleh M. Natsir S,Sos
selaku Lurah Kelurahan Taroada , yakni :
1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan
diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia
seutuhnya.
2. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan
dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap
berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
Agar tujuan umum dari PNPM Mandiri seperti meningkatnya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan
dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan yang ada di Kelurahan. Serta sejalan dengan
visi dan misi dari PNPM itu sendiri, adapun visi misi PNPM yang
dikemukakan oleh Lurah
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Kelurahan Taroada.M. Natsir S,Sos di kediaman beliau sebagai berikut:
“Visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat miskin .”(wawancara 8 oktober 2013).
Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber
daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar
lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi
masalah kemiskinan.
Adapun misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
adalah:
1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar
dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
4.1.1 Proses Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Dalam rangka proses peningkatan prasarana kehidupan di
Kelurahan Taroada melalui program PNPM Mandiri strategi yang
digunakan adalah menjaring aspirasi masyarakat dan peningkatan
prasarana kehidupan masyarakat dalam artian perbaikan infrastrukur jalan
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tani dan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang
mampu di sekitar Kelurahan Taroada sebagai target atau sasaran utama.
Adapun sasaran yang lain adalah menguatkan system
pembangunan partisipatif masyarakat, untuk melakukan kegiatan yang
dapat menunjang atau meningkatkan kapasitas masyarakat sesuai
denagan apa yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri dengan
memperhatikan jenis usulan agar yang diusulkan atau diajukan bisa di
danai atau dapat direalisasikan oleh program itu sendiri, karena kegiatan
masyarakat yang diusulkan juga bisa ditolak atau tidak diterima dan tidak
bisa didanai oleh PNPM Mandiri. Adapun usulan kegiatan yang dapat
didanai atau diterima dalam pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Taroada dapat
diklasifikasikan atas dua jenis kegiatan meliputi:
1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana (perbaikan
infrastruktur jalan tani) yang dapat memberikan manfaat jangka
pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat di sekitar
Kelurahan Taroada.
2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan (pembangunan jamban
sehat) bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di sekitar
Kelurahan Taroada.
Penentuan sekala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan
masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah
kriteria yang meliputi aspek mamfaat, didukung sumberdaya yang ada,
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dan upaya pelestarian kegiatan. Prasarana dan sarana yang dipilih harus
mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Taroada dalam
bidang kesehatan dan prasarana kehidupan. PNPM tidak diperbolehkan
untuk membiayai beberapa kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam
daftar larangan (negative list). Pelarangan ini didasarkan atas komitmen
Pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung pelestarian
lingkungan hidup, perlindungan hak anak, dan lebih memberikan
perhatian kepada masyarakat umum terutama masyarakat miskin.
Berikut penjelasan secara lengkap tentang daftar larangan (negative
list) dimaksud :
a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau
angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai
politik, Kegiatan ini dilarang dengan alasan bahwa hanya
menguntungkan kelompok tertentu saja dan jika dilakukan
masyarakat umum dapat melanggar hukum dan mengganggu
keamanan umum.
b. Pembanguna/rehabilitas bangunan kantor pemerintah dan tempat
ibadah,Pembangunan kantor pemerintah adalah tanggung jawab
Pemerintah, sedangkan tempat ibadah terbatas hanya untuk
golongan tertentu saja, padahal dalam satu kelurahan dan
kecamatan terdiri dari beberapa pemeluk agama. Sasaran PNPM
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adalah seluruh penduduk yang ada di Desa atau Kecamatan
lokasi program.
c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-
bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-
obatan terlarang dan lain-lain).
d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan
perlengkapannya.
e. Pembiayaan gaji pegawai negeri.
f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah
usia kerja.
g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau
penjualan barang-barang yang mengandung tembakau
h. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada
lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin
tertulis dari instansi instansi yang mengelola lokasi tersebut.
i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang.
j. Kegiatan yang berhubungan pngolaan sumber daya air dari
sungai yang mengalir dari atau menuju Negara lain.
k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai.
l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya
lebih dari 50 hektar (Ha).
m.Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50
hektar.
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n. Kegiatan pembangunan bangunan atau penampungan air dengan
kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.
Ini menunjukkan bahwa, seluruh usulan yang didanai PNPM-MP
merupakan usulan masyarakat,  yang dipetakan langsung oleh mereka
sesuai denagan prioritas kebutuhannya. PNPM-MP memiliki tujuan, yakni
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kelurahan Taroada Bapak Muh.
Natsir S,Sos yang menyatakan bahwa :
“Program PNPM Mandiri ini sebenarnya bukan hanya bertujuan
untuk memperbaiki masalah pembangunan yang ada di Kelurahan
ini, akan tetapi ada hal di samping itu yang lebih penting yaitu
menarik perhatian dari masyarakat agar sekiranya dapat
berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan melalui penyaluran
aspirasi mereka secara langsung.” (wawancara, 8 oktober 2013).
Kemudian, dalam wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat
setempat Bapak Kuru’ , mengatakan bahwa :
“Program – program dari pemerintah sudah banyak yang
berkaitan dengan masalah pembangunan, akan tetapi baru kali ini
kami selaku masyarakat merasa tersanjung dengan adanya
penjaringan aspirasi dari masyarakat. artinya ,program yang
dilaksanakan sesuai dan murni dengan apa yang kami inginkan.”
(wawancara, 10 oktober 2013).
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Jika dilihat dari kondisi jalan dan jamban masyarakat yang kurang
mampu, sudah sewajarnya pemerintah melalui PNPM Mandiri
meluncurkan program yang berhubungan dengan perbaikan prasarana di
kelurahan Taroada guna terciptanya peningkatan prasarana kehidupan di
Kelurahan Taroada.
Sebagai langkah dari keseriusan dari masyarakat dan pemerintah
beberapa tokoh masyarakat bersama ketua PNPM Mandiri Kelurahan
Taroada beserta staff Kelurahan Taroada mengadakan pertemuan yang
membahas mengenai masalah perbaikan prasarana yang mencakup dua
hal yaitu, perbaikan jalan tani dan pembangunan jamban sehat bagi
masyarakat yang kurang mampu. Dan akhirnya setelah mereka sepakat,
kemudian dimulai lah program dari PNPM Mandiri ini di kelurahan taroada
yang murni merupakan aspirasi dari masyarakat.
Hal ini sebagaimana dengan yang dikemukakan oleh Ketua PNPM
Mandiri Bapak H.Muh.Ramli, mengatakan bahwa :
“ rencana perbaikan prasarana kehidupan di Kelurahan taroada ini
munculnya dari masyarakat setempat, yang kemudian
mengadakan pertemuan guna membahas masalah perbaikan
jalan tani dan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang
kurang mampu. Terlaksananya program ini tidak terlepas dari
peran masyarakat dan pemerintah yang saling bekerja sama
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dalam menyatukan aspirasi yang kemudian di wadahi oleh PNPM
mandiri” (wawancara 28 september 2013).
Kemudian , dalam wawancara masyarakat setempat lainnya Bapak
Krg.Billa’ mengemukakan bahwa:
“sudah sejak lama kami menginginkan adanya hal seperti ini di
mana pemerintah dan masyarakat setempat mau bahu membahu
dalam tercapainya sebuah kesejahteraan yang dalam artian lain
kesejahteraan yang dimaksud adalah adanya peningkatan
prasarana kehidupan masyarakat di Kelurahan Taroada ini”
(wawancara 9 oktober 2013).
Dari apa yang diutarakan dari informan tersebut diatas, bisa
dikatakan bahwa keberadaan Program PNPM Mandiri di kabupaten Maros
mendapat sambutan yang besar dari pemerintah setempat. Bahkan
sebagai komitmen dalam menindaklanjuti Program PNPM Mandiri ini,
pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Maros telah menetapkan dana
cost sharing bagi PNPM Mandiri untuk tahun anggaran 2010 sebesar 20%
dari total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
Dari kurun waktu tiga tahun pelaksanaan Program PNPM Mandiri di
Kelurahan Taroada dapat kita  lihat hasil pelaksanaannya pada tabel
berikut ini :
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Tabel 4.1 Hasil pelaksanaan program PNPM mandiri di
Kelurahan Taroada Kabupaten Maros
No. Kategori Satuan Program PNPM
mandiri
Luas
1. Perbaikan
prasarana
(fisik)
1 unit
Perbaikan
infrastruktur
jalan tani
Panjang
534 m
Lebar
4 m
2. Prasarana
(fisik)
5 unit
Pembangunan
jamban sehat
keluarga bagi
masyarakat
yang kurang
mampu -
Sumber : data kelurahan Taroada
Dari table tersebut di atas, dapat kita tarik sebuah kesimpulan di
mana program PNPM Mandiri yang ada di Kelurahan Taroada terpusat
kepada pembangunan prasarana yang bersifat fisik. Karena , di kelurahan
Taroada yang harus di utamakan yaitu pembangunannya di mana jalan
dan prasarana prasarana yang ada belum memadai. Oleh karena itu
program PNPM Mandiri di kelurahan Taroada ini memiliki presentase
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mencapai 100 % untuk pembangunan fisik (prasarana). Sedangkan, untuk
yang non fisik belum ada sama sekali.
4.1.2 Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
PNPM mandiri di Kelurahan Taroada
Pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kelurahan Taroada
Kabupaten Maros dalam tujuan meningkatkan prasarana kehidupan
masyarakat di Kelurahan Taroada mendapatkan respon yang baik dari
masyarakat. Hal ini terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang
mendukung penuh kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh PNPM
Mandiri. Berikut bentuk partipasi dari masyarakat di Kelurahan taroada ini:
a. Kesediaan dalam meluangkan waktu dan tenaga. Di dalam hal ini
masyarakat sudah turut serta berpartisipasi dalam proses
pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kelurahan Taroada
Kabupaten Maros. Hal ini terlihat dengan kemauan mereka yang
dengan sukarela meluangkan waktu dan tenaganya guna
tercapainya hasil yang maksimal dari program tersebut. Salah
satu contoh nyata yaitu mereka rela menjadi kuli dalam proses
pelaksanaan program perbaikan jalan tani dan pembangunan
jamban sehat. Mereka rela mengesampingkan kegiatan atau
pekerjaan mereka dengan menjadi kuli yang di beri upah jauh di
bawah standar gaji buruh biasanya.
b. Kesediaan dalam menyiapkan bahan / materi. Dalam hal ini
masyarakat yang bermukim di  sekitar tempat penyelenggaraan
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program Perbaikan jalan Tani dan pembangunan jamban sehat
keluarga telah menunjukkan bentuk partisipasi yang sangat
memadai. Contoh nyatanya yaitu mereka rela meyumbangkan
sebagian kecil dari tanah mereka agar pelebaran jalan yang akan
dibangun dapat terlakasana dengan baik. Di samping itu ,
masyarakat setempat juga menyumbangkan pasir dan semen
mereka yang tidak terpakai lagi. Serta, mereka secara sukarela
menyediakan konsumsi bagi para buruh yang sedang
mengerjakan jalan tersebut.
Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan sekretaris PNPM mandiri
Kelurahan Taroada yaitu Bapak Abdillah yang mengemukakan bahwa:
“salah satu faktor penting yang membuat program PNPM Mandiri
ini dapat terlaksana sesuai dengan target yang kita inginkan
adalah adanya bentuk partisipasi dari masyarakat yang sangat
membantu dan memadai. Serta saya juga merasa kagum kepada
masyakat di sekitar kelurahan taroada yang begitu ingin mencapai
suatu kemajuan yang signifikan” (wawancara 28 september
2013).
Sedangkan, menurut salah satu masyarakat setempat Bapak
Muhammad Noordin yang mengemukakan bahwa:
“dengan adanya program PNPM Mandiri yang sangat membantu
masyarakat dalam kehidupan sehari harinya, inilah saatnya kami
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membuktikan bahwa pemerintah dan masyarakat dapat bekerja
sama. Melalui program ini kami selaku masyarakat tidak akan
segan dalam memberikan bantuan selama bantuan itu masih bias
kami lakukan” (wawancara 9 oktober 2013).
Dari hasil wawancara yang di kemukakan oleh para responden
mereka semua sependapat bahwa kehadiran program PNPM Mandiri di
Kelurahan Taroada memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat
di kelurahan taroada itu sendiri. Di samping itu mereka semua juga telah
berusaha untuk bekerja sama sebaik mungkin, hal itu terlihat dari bentuk
partisipasi mereka yang tidak segan untuk memberikan bantuan yang
signifikan guna terlancarkannya program PNPM Mandiri yang mencakup 2
hal yaitu, perbaikan jalan tani serta pembangunan jamban sehat keluarga
bagi masyarakat yang kurang mampu.
4.1.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemeliharaan Hasil
Setelah terlaksananya program PNPM Mandiri yang mencakup
perbaikan jalan tani serta pembangunan jamban sehat keluarga, hal lain
yang masih diperlukan adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam proses
pemeliharaan hasil. Masyarakat kelurahan taroada selaku pihak yang di
beri kewajiban untuk menjaga dan memlihara hasil dari program PNPM
Mandiri telah melakukan beberapa tindakan pencegahan agar nantinya
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hasil dari program PNPM Mandiri dapat bertahan lama. Berikut beberapa
proses partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil kegiatan PNPM
Mandiri:
a. Memberi larangan untuk angkutan yang beroda lebih dari 4 untuk
melintasi jalan  yang notabene merupakan hasil dari program
PNPM Mandiri.
b. Tanpa ragu memasang atau membuat polisi tidur di atas jalan
yang telah di perbaiki
c. Rutin membersihkan parit, agar nantinya tidak terjadi banjir yang
kemungkinan besar dapat merusak jalan
d. Merawat dan memelihara jamban sehat keluarga yang di bangun
oleh PNPM Mandiri.
e. Menerapkan tata cara hidup bersih, yaitu masyarakat yang
biasanya buang air di semak – semak akhirnya dapat
memaksimalkan jamban sehat keluarga yang ada.
Seperti yang terlihat di atas, program PNPM Mandiri akhirnya
menjadi acuan bagi masyarakat sekitar Kelurahan Taroada guna menuju
ke kehidupan yang lebih baik, di era modernisasi ini apabila seseorang
atau sekumpulan orang tidak mampu bersaing dengan yang lain maka,
hanya 1 hal yang akan di peroleh yaitu ketertinggalan nyata. Sedangkan,
dengan adanya PNPM Mandiri di Kelurahan Taroada senantiasa
memberikan kesadaran diri bagi masyarakat yang dulunya bersikap acuh
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tak acuh kini sudah mulai mau saling bekerja sama untuk mencapai suatu
kemajuan yang signifikan.
Seperti yang di utarakan salah satu tokoh masyarakat setempat yaitu
Bapak Mude’ yang mengemukakan bahwa :
“program PNPM Mandiri telah terlaksana dan sukses, kini saatnya
bagi kita untuk merawat dan memlihara apa yang telah kita
dambakan dalam beberarap tahun yang lalu. Tidak aka nada hal
yang bertahan abadi, tapi setidaknya mari kita usahakan agar hal
tersebut bias menjadi  lebih tahan lama. Apalagi tidak ada
salahnya kan kalau kita saling membantu untuk kebaikan kita
bersama” (wawancara 9 oktober 2013).
Di samping itu, salah satu staff kelurahan yaitu Ibu St. Rohmiati
mengemukakan bahwa :
“program PNPM Mandiri merupakan suatu berkah bagi
masyarakat di kelurahan Taroada, karena dengan adanya PNPM
ini masyarakat asli Kelurahan Taroada yang sebagian besar
berprofesi sebagai petani dapat memperoleh kemudahan dalam
proses pengangkutan hasil produksi serta memberikan banyak
manfaat yang lain bagi masyarakat kelurahan taroada”
(wawancara 9 oktober 2013).
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4.2 Efektivitas program PNPM Mandiri dalam peningkatan prasarana
kehidupan di Kelurahan Taroada
Program PNPM Mandiri adalah program yang sangat membantu
bagi kehidupan masyarakat golongan kelas menengah ke bawah. Oleh
karena itu program – program yang dikeluarkan oleh PNPM Mandiri harus
lah efektif dan mengenai sasaran atau target yang ingin di capai. Berikut
poin yang ingin di capai atau tolak ukur dalam efektifnya program PNPM
Mandiri di Kelurahan Taroada, yaitu:
a. Peningkatan pendapatan
Peningkatan pendapatan yang dimaksud di sini adalah terciptanya
sebuah situasi di mana pendapatan dari para petani yang ada di sekitar
wilayah perbaikan jalan tersebut meningkat. Hal ini disebabkan karena
dengan adanya perbaikan jalan tani tersebut, maka proses dalam
pengangkutan hasil produksi pertanian dan proses pengangkutan hal –
hal lain yang berkaitan dengan pertanian masyarakat di kelurahan taroada
menjadi jauh lebih mudah. Oleh karena itu, dengan  kemudahan  yang
diperoleh oleh masyarakat senantiasa dapat meningkatkan pendapatan
dari para petani setempat. Karena , mereka yang dulunya mengangkut
hasil produksinya secara manual kini mulai memanfaatkan teknologi yang
ada. Di samping itu, para petani juga yang dulunya menggunakan
binatang seperti kerbau untuk membajak sawah kini sudah mulai
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menggunakan mesin (traktor). Hal ini tentunya sangat membantu para
petani dalam meningkatkan pendapatannya.
Seperti yang di utarakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang
berprofesi sebagai petani yaitu Bapak Mappiasse yang mengemukakan
bahwa :
“sejak adanya program PNPM Mandiri kami selaku orang yang
mencari nafkah di area persawahan sangat merasa terbantu
dengan adanya perbaikan jalan tani ini. Karena kami yang dulunya
kesulitan dalam pengangkutan hasil produksi kini sudah mulai
merasakan dampak positif dari program PNPM Mandiri ini.”
(wawancara 9 oktober 2013).
b. Mempermudah akses antara jalan poros – persawahan.
Efektifitas yang dimaksud di sini adalah terciptanya suatu situasi atau
kondisi di mana akses atau jalur yang di tempuh ke jalan persawahan
akan lebih mudah dilalui. Hal ini disebabkan adanya perbaikan jalan yang
menghubungkan antara jalan poros dengan jalan ke persawahan. Hal ini
tentunya  sangat membantu masyarakat  yang ingin atau mempunyai
aktfitas di area persawahan. Di samping itu, akan mempermudah pula jika
adanya keluarga yang berkunjung ke rumah salah satu masyarakat yang
bermukim di sekitar area persawahan itu sendiri.  Di sisi lain, dengan
adanya perbaikan jalan tersebut turut pula menjadikan wilayah itu sebagai
daerah yang strategis. Dampak yang paling nyata dan begitu signifikan
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adalah ketika harga tanah yang dulunya rendah kini melonjak drastis.
Harga tanah di sekitar area persawahan itu melambung tinggi. Di tambah
lagi dengan adanya perumahan yang dibangun di sekitar lokasi
persawahan itu sendiri. Sehingga terciptalah suatu kondisi di mana harga
tanah dari para pemilik tanah di sekitar lokasi persawahan tersebut
menjadi incaran para pebisnis, tentunya bukan dengan harga yang murah.
Berikut ini adalah salah satu argument dari salah satu tokoh
masyarakat yang bermukim di sekitar area persawahan tersebut, yaitu
Bapak Rijal, yang mengemukakan bahwa :
“Dengan adanya perbaikan jalan yang menghubungkan antara
jalan poros – persawahan sangat memudahkan kami yang
bermukim di area tersebut, di  samping itu, perbaikan jalan
tersebut juga telah memberikan dampak positif, misalnya harga
tanah yang melambung. Dengan demikian, masyarakat di sini
tentunya dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal”
(wawancara 10 oktober 2013).
c. Peningkatan dari segi kesehatan
Peningkatan yang dimaksudkan di sini adalah suatu kondisi di mana
kondisi kesehatan di kelurahan taroada ini meningkat. Dengan kata lain,
dengan adanya program dari PNPM Mandiri yang membangun jamban
sehat keluarga buat keluarga yang kurang mampu akhirnya secara
langsung dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang kurang
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mampu. Hal ini terlihat dari masyarakat yang dulunya buang air
sembarangan kini sudah harus terbiasa dengan buang air di wc (kakus)
yang notabenenya adalah pola hidup bersih yang sesungguhnya. Di
samping itu dengan adanya jamban sehat keluarga sudah mencerminkan
bahwa masyarakat di kelurahan taroada sudah mau belajar untuk hidup
sehat layaknya orang-orang perkotaan.
Hal itu di tunjang oleh pendapat salah seorang tokoh masyarakat
yaitu Ibu Kurnia yang mengemukakan bahwa:
“semenjak adanya jamban sehat keluarga yang di salurkan oleh
pemerintah, sangat membantu sekali bagi keluarga saya. Kami
yang dulunya gusar ketika mau buang air harus numoang ke
tetangga akhirnya kini kami dapat tenang karena kami tidak lagi
harus menumpang ke wc keluarga lain untuk buang air. Hal inilah
yang kami damba – dambakan dari dulu, hidup sehat seperti
orang – orang yang berkecukupan” (wawancara 10 oktober
2013).
Seperti yang tercantum dalam beberapa ukuran efektifitas program
PNPM Mandiri yang ada di kelurahan taroada Kabupaten Maros. Dengan
kata lain, PNPM Mandiri begitu banyak memberikan pengaruh – pengaruh
yang positif bagi kelangsungan prasarana hidup di Kelurahan Taroada.
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4.3. Faktor faktor yang mempengaruhi program PNPM Mandiri
Di dalam sebuah program kerja atau kegiatan tentunya ada faktor -
faktor yang mendorong dan ada pula faktor -faktor yang menghambat. Hal
inilah yang akan kita ketahui bersama. Di mana kita mulai dengan faktor -
faktor yang mendorong program PNPM Mandiri di Kelurahan Taroada :
4.3.1 Faktor – faktor yang mendukung program PNPM Mandiri di
Kelurahan Taroada.
Adanya sosialisasi program PNPM Mandiri
Maksudnya di   sini adalah dengan adanya sosialisasi   tentang
program PNPM Mandiri yang akan dilaksanakan tentunya akan memberi
kejelasan kepada masyarakat tentang hal – hal apa saja yang akan di
benahi oleh pemerintah melalui program PNPM Mandiri. Karena salah
satu prinsip dasar dalam PNPM Mandiri adalah “keterbukaan”. Apabila
dalam suatu proses pelaksanaan program tidak ada yang namanya
keterbukaan maka akan diragukan tingkat efektivitas serta keberhasilan
dari program yang akan dilaksanakan tersebut. Maka dari itu dengan
adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat akan sangat berguna dan
bermanfaat bagi kelancaran dan kesuksesan dari program tersebut dalam
hal efektifitas dari program itu sendiri.
Seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat yaitu
Ibu Sudriana mengemukakan bahwa:
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“program PNPM Mandiri sudah sewajarnya mendapat apresiasi
dari masyarakat setempat. Di lain hal, dengan adanya sosialisasi
program PNPM Mandiri yang ingin di laksanakan akan lebih
memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat terhadap
pemerintah.” (wawancara 11 oktober 2013).
SDM (sumber daya manusia)sebagai pelaku PNPM Mandiri.
Yang di maksud di sini adalah dengan adanya program PNPM
Mandiri secara umum akan memperbaiki atau memaksimalkan sumber
daya manusia dari para pelaku PNPM Mandiri yang bertujuan untuk
memberikan bayangan atau menciptakan masyarakat – masyarakat yang
berkompeten dan berguna bagi keberlanjutan dari program-program
PNPM Mandiri berikutnya. Dengan kata lain dengan adanya program ini
masyarakat dan pemerintah di harapkan saling bekerja sama dalam
peningkatan sumber daya manusia (SDM) khususnya di Kelurahan
Taroada ini. Yang secara tidak langsung menjelaskan tujuan utama dari
program PNPM Mandiri ini tidak lain adalah kembali ke masyarakat di
sekitar Kelurahan Taroada.Seperti yang di katakana salah satu staf
kelurahan yaitu Bapak M. Rahmat yang mengemukakan bahwa:
“SDM atau sumber daya manusia merupakan suatu modal yang
penting dalam hidup, maka dari itu di harapkan SDM dari
masyarakat di Kelurahan Taroada ini dapat menunjang
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keberhasilan dari terlaksananya program PNPM Mandiri ini
sendiri.” (wawancara 11 oktober 2013).
Partisipasi masyarakat
Hal yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan program dari
PNPM Mandiri dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi
masyarakat di dalam ruang lingkup kelurahan itu sendiri. Jika tingkat
partisipasi masyarakat itu tinggi maka, tingkat keberhasilan program
tersebut akan tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Dalam kenyataannya
tingkat partisipasi masyarakat di kelurahan taroada guna menyukseskan
program PNPM Mandiri sangat tinggi , oleh karena itu program ini dapat
berjalan sesuai dengan rencana.
Dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam program PNPM
Mandiri ini sangatlah diharapkan guna tercapainya tujuan yang diinginkan
bersama yakni tercapainya kata efektif dalam hal proses penyelenggaraan
program dan hasilnya kelak.Seperti yang di katakana salah satu tokoh
pemuda di Kelurahan Taroada yaitu Achdie abdillah bahwa:
“tingkat partisipasi masyarakat mempengaruhi sejauh mana
kesuksesan program yang akan kita jalankan, oleh karena itu,
partisipasi masyarakat dari masyarakat di kelurahan Taroada yang
begitu tinggi telah mampu membawa program dari PNPM Mandiri
ini ke tingkat yang semestinya” (wawancara 11 oktober 2013)
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4.3.2 Faktor – faktor penghambat program PNPM Mandiri di
kelurahan Taroada
 Faktor dana ( keuangan)
Di dalam suatu program yang ingin dijalankan permasalahan dana
yang selalu muncul sebagai musuh utama.  Di dalam program PNPM
Mandiri hal itu kembali muncul dan menciptakan suasana di mana dana
yang semestinya sudah cair nyatanya terlambat. Nah, hal ini lah yang
menyulitkan program ini selesai sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan dan disepakati. Di Negara kita ini sudah sering terjadi di mana
suatu program dari pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat
akhirnya kembali mendapatkan kesulitan dalam hal atau masalah dana
yang seringkali terlambat atau bermasalah. Hal ini mungkin terjadi karena
kurangnya  kesadaran dari pemerintah akan begitu pentingya program
yang membutuhkan dana tepat waktu guna tercapainya hasil yang di
inginkan yang tidak lain dan tidak bukan adalah demi kesejahteraan rakyat
semata. Oleh karena itu seharusnya pemerintah berkaca dalam berbagai
kejadian yang sama yang terjadi bertahun tahun lalu demi  terciptanya
kesejahteraan dan tercapainya suatu hal yang dinamakan efektivitas.
Berikut pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak
Mochtar Dg.Sibali yang mengemukakan bahwa :
“ Bukan Indonesia namanya kalau semuanya berjalan sesuai
rencana. Apalagi yang dibahas di sini mengenai masalah dana
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yang menggiurkan bagi kalangan atas yang terkait.” (Wawancara
2 Oktober 2013)
Hal itu kemudian semakin dilengkapi oleh pernyataan dari Bapak
Lurah Kelurahan Taroada yang berbagi kepada peneliti tentang apa yang
ada dibenaknya mengenai permasalahan dana dalam program ini.
Berikut pernyataan dari bapak Lurah Kelurahan Taroada yaitu Bapak
M. Natsir S,Sos yang mengemukakan bahwa:
“permasalahan dana dalam hal ini sudah sering terjadi di Negara
kita, dana yang semestinya sudah cair hari ini , eh malah cair
sebulan kemudian. Namun , yang kami utamakan di sini bukan lah
suatu perkara melainkan upaya untuk menyukseskan program ini,
maka dari itu semuanya butuh pengorbanan.” (wawancara 8
oktober 2013).
Masalah musim penghujan
Yang dimaksud dalam hal ini adalah program PNPM Mandiri di
Kelurahan Taroada sempat mengalami kemogokan karena musim yang
tidak mau bersahabat. Seperti yang kita ketahui bersama membangun
dengan hujan sebagai gangguan sama saja dengan menghancurkan
banguna itu sendiri. Maka , tidak ada jalan lain program ini sempat
terhambat selama sebulan gara – gara hujan. Hal ini merupakan salah
satu bentuk kelalaian dari pemerintah setempat selaku pelaksana program
yang memulai suatu program pembangunan yang berbau fisik dalam
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periode musim penghujan yakni bulan oktober dan November yang
notabene merupakan waktu hujan. Seharusnya , Pemerintah lebih jeli
dalam masalah penentuan waktu pelaksanaan agar tidak terjadi hal – hal
yang dapat menghambat program PNPM Mandiri ini yang bertujuan
meningkatkan prasarana Kehidupan di Kelurahan Taroada Kabupaten
Maros.
Hal itu di lengkapi dengan penjelasan dari ketua PNPM Mandiri
kelurahan Taroada, yaitu Bapak H.Muh. Ramli yang mengemukakan
bahwa:
“ musim penghujan merupakan salah satu hambatan tersendiri
bagi kelancaran program PNPM Mandiri ini. Oleh karena itu kami
hanya bisa bersabar dalam menghadapi hambatan ini. Tapi intinya
program ini tetap berjalan sesuai rencana meskipun agak molor
waktu pelaksanaannya.” (wawancara 10 oktober 2013).
Seperti yang di lihat di atas, hal itulah yang tergolong di dalam faktor
– faktor yang menunjang tersukseskannya program PNPM Mandiri dan
faktor – faktor yang menghambat jalannya program dari PNPM Mandiri ini.
Namun . seperti yang kita ketahui bersama hal itu dapat berjalan lancer
namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terlaksananya
program PNPM Mandiri di Kelurahan Taroada harusnya menjadi cerminan
bagi kita semua , di mana meskipun terkendala oleh keterlambatan
pencairan dana serta kesalahan pemilihan waktu pelaksanaan, namun,
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program ini dapat berjalan lancar dan berhasil membawa perubahan yang
signifikan bagi kelangsungan kehidupan di Kelurahan Taroada dan
sekitarnya. Dengan adanya kemauan dari Pemerintah dan masyarakat
setempat yang saling bahu membahu dalam tersukseskannya program
dari PNPM Mandiri ini, maka semua hambatan tidak akan menjadi sebuah
masalah yang berarti.
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BAB V
PENUTUP
Pada BAB IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan
tentang evaluasi program PNPM Mandiri dalam peningkatan prasarana
kehidupan di Kelurahan Taroada Kabupaten Maros. Dalam BAB ini akan
dikemukakan beberapa  kesimpulan serta saran – saran yang
berhubungan dengan hasil penelitian.
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan pada BAB IV yang menyajikan hasil penelitian dan
pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
PNPM Mandiri merupakan salah satu program dari pemerintah
yang bertujuan untuk memberantas masalah kemiskinan di kalangan
masyarakat menengah ke bawah. Dalam pelaksanaan proses
pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri dalam meningkatkan
prasarana kehidupan di Kelurahan Taroada pada prinsipnya adalah
peningkatan kesejahteraan dalam artian peningkatan prasarana
kehidupan di Kelurahan Taroada yang secara mandiri melalui peningkatan
partisipasi masyarakat , meningkatnya kapasitas kelembagaan
masyarakat dan pemerintah, memberi kemudahan kepada masyarakat
dalam proses pengangkutan hasil produksi pertanian melalui salah satu
program kerja PNPM Mandiri yakni perbaikan infrastruktur jalan tani (fisik).
Serta , memperbaiki kesejahteraan masyarakat (kesehatan masyarakat)
melalui program kerja PNPM Mandiri yakni Pembangunan jamban sehat
bagi masyarakat yang kurang mampu.
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Hal itu tertuang di dalam prinsip – prinsip pokok PNPM Mandiri yang
terdiri dari :
1. Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses
yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan
keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan
secara terbuka dan di pertanggung jawabkan, baik secara moral,
teknis, maupun administratif.
2. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan
sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah
atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
3. Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin. Semua kegiatan
yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang
beruntung.
4. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk
berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan
pembangunan secara swakelola.
5. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif
dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan
secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
6. Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan
kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-
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banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal
berbagai sumberdaya yang terbatas.
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan
mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap
pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan
pembangunan tersebut.
8. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam
penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan
kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam
penanggulangan kemiskinan.
9. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus
mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan,
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Kemudian selanjutnya sebagai langkah dari keseriusan dari
masyarakat dan pemerintah beberapa tokoh masyarakat bersama ketua
PNPM Mandiri Kelurahan Taroada beserta staff Kelurahan Taroada
mengadakan pertemuan yang membahas mengenai masalah perbaikan
prasarana yang mencakup dua hal yaitu, perbaikan jalan tani dan
pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan
akhirnya setelah mereka sepakat, kemudian dimulai lah program dari
PNPM Mandiri ini di kelurahan taroada yang murni merupakan aspirasi
dari masyarakat. Keberadaan Program PNPM Mandiri di kabupaten Maros
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mendapat sambutan yang besar dari pemerintah setempat. Bahkan
sebagai komitmen dalam menindaklanjuti Program PNPM Mandiri ini,
pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Maros telah menetapkan dana
cost sharing bagi PNPM Mandiri untuk tahun anggaran 2010 sebesar 20%
dari total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
Adapun faktor – faktor yang mendorong program PNPM Mandiri di
Kelurahan Taroada , adalah :
Adanya sosialisasi program PNPM Mandiri
Maksudnya di sini adalah dengan adanya sosialisasi tentang
program PNPM Mandiri yang akan dilaksanakan tentunya akan member
kejelasan kepada masyarakat tentang hal – hal apa saja yang akan di
benahi oleh pemerintah melalui program PNPM Mandiri. Karena salah
satu prinsip dasar dalam PNPM Mandiri adalah “keterbukaan”.
SDM (sumber daya manusia)sebagai pelaku PNPM Mandiri.
Yang di maksud di sini adalah dengan adanya program PNPM
Mandiri secara umum akan memperbaiki atau memaksimalkan sumber
daya manusia dari para pelaku PNPM Mandiri yang bertujuan untuk
memberikan bayangan atau menciptakan masyarakat – masyarakat yang
berkompeten dan berguna bagi keberlanjutan dari program-program
PNPM Mandiri berikutnya.
Partisipasi masyarakat
Hal yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan program dari
PNPM Mandiri dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi
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masyarakat di dalam ruang lingkup kelurahan itu sendiri. Jika tingkat
partisipasi masyarakat itu tinggi maka, tingkat keberhasilan program
tersebut akan tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Dalam kenyataannya
tingkat partisipasi masyarakat di kelurahan taroada guna menyukseskan
program PNPM Mandiri sangat tinggi , oleh karena itu program ini dapat
berjalan sesuai dengan rencana.
Sedangkan, adapun faktor – faktor yang menghambat program
PNPM Mandiri adalah:
 Faktor dana ( keuangan)
Di dalam suatu program yang ingin dijalankan permasalahan dana
yang selalu muncul sebagai musuh utama.  Di dalam program PNPM
Mandiri hal itu kembali muncul dan menciptakan suasana di mana dana
yang semestinya sudah cair nyatanya terlambat. Nah, hal ini lah yang
menyulitkan program ini selesai sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan dan disepakati.
 Masalah musim penghujan
Yang dimaksud dalam hal ini adalah program PNPM Mandiri di
Kelurahan Taroada sempat mengalami kemogokan karena musim yang
tidak mau bersahabat. Seperti yang kita ketahui bersama membangun
dengan hujan sebagai gangguan sama saja dengan menghancurkan
banguna itu sendiri. Maka , tidak ada jalan lain program ini sempat
terhambat selama sebulan gara – gara hujan.
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5.2 SARAN
Berdasarkan keimpulan dari penelitian dapat dikemukakan
beberapa saran yaitu:
1.  Untuk penyelenggaraan program PNPM selanjutnya seharusnya
perlu perhatian yang lebih dari pemerintah di mana proses
pengaliran dananya tersalurkan dengan benar dan tepat waktu.
2. Saran bagi pemerintah Kabupaten Maros khususnya di kelurahan
taroada seharusnya menyertakan beberapa proses pemberdayaan
masyarakat di dalam program PNPM Mandiri yang dilaksanakan di
kelurahan Taroada. Contoh , pemberian keterampilan bagi IRT
untuk digunakan sebagai bekal dalam membuka suatu usaha yang
dapat meningkatkan kesejahteraan.
3. Program PNPM mandiri di kelurahan Taroada ini seharusnya dapat
menampung seluruh aspirasi masyarakat. Jangan hanya berpusat
kepada program fisik, melainkan juga harus ke program yang
bersifat non fisik.
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